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ABSTRACT
The presence of street vendors (PKL) in the Bung Karno Street area of Banyumas Regency has generated issues related to public order, spatial planning, and the sustainability of local economic activities. These differences in perspective between the government and street vendors require an effective government communication strategy to support the implementation of public policy. This study aims to analyze the government communication strategy implemented by the Banyumas Regency Government in regulating street vendors during 2024–2025 using the Process Management Theory proposed by Cutlip, Center, and Broom. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review involving representatives of the Regional House of Representatives (DPRD), the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises and Trade (DKUKMP), Purwokerto Timur District Office, and the street vendors' association. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model with source and technique triangulation. The findings indicate that the government has implemented all four stages of communication management: defining problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating programs. However, the communication strategy has not been fully systematic because problem identification remains insufficiently evidence-based, communication planning is not fully participatory, implementation tends to be top-down, and evaluation focuses more on administrative coordination than communication effectiveness. Therefore, strengthening participatory planning, communication consistency, and indicator-based evaluation is necessary to improve future government communication strategies.
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ABSTRAK
[bookmark: _Toc190799499]Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas menimbulkan persoalan terkait ketertiban, pemanfaatan ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Perbedaan perspektif antara pemerintah dan pedagang menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Bung Karno Tahun 2024–2025 menggunakan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan informan yang berasal dari DPRD Kabupaten Banyumas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Kecamatan Purwokerto Timur, serta paguyuban PKL. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan empat tahapan strategi komunikasi, yaitu mendefinisikan problem, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Meskipun demikian, strategi komunikasi belum berjalan secara optimal karena identifikasi masalah belum sepenuhnya berbasis kajian komprehensif, perencanaan komunikasi belum partisipatif, implementasi komunikasi masih cenderung top-down, dan evaluasi belum mengukur efektivitas komunikasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan identifikasi masalah, penyusunan perencanaan komunikasi yang lebih partisipatif, konsistensi penyampaian pesan, serta evaluasi berbasis indikator sebagai dasar penyempurnaan strategi komunikasi pemerintahan.
[bookmark: _Toc190799508]Kata kunci: Komunikasi pemerintahan, Strategi komunikasi, Pedagang kaki lima.


PENDAHULUAN
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor ekonomi informal yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyediaan barang dan jasa yang mudah diakses oleh masyarakat. Di berbagai negara berkembang, sektor informal berperan sebagai penyangga perekonomian ketika sektor formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Di Indonesia, keberadaan PKL berkembang seiring dengan meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan kawasan perkotaan, dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang usaha yang relatif mudah dijangkau. Di sisi lain, aktivitas PKL yang tidak tertata sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti penggunaan ruang publik yang tidak sesuai fungsi, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha informal (Putri et al., 2023). Oleh karena itu, penataan PKL tidak lagi dipandang semata sebagai upaya penegakan ketertiban, tetapi sebagai bagian dari tata kelola perkotaan yang harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang. 
Keberhasilan kebijakan penataan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi maupun penyediaan sarana fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang mampu menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang secara substantif telah dirancang dengan baik berpotensi memunculkan resistensi karena dipersepsikan mengabaikan kepentingan kelompok sasaran 
Tabel 1: Indikator Kerja
	Indikator Kerja
	Risiko
	Sebab
	Dampak
	SKPD

	
	Uraian
	Kode Risiko
	Pemilik
	Uraian
	Sumber
	C/UC
	Uraian
	Pihak yang Terkena
	

	Jumlah sarana dan prasarana PKL yang tersedia
	Junlah PKL terus bertambah di lokasi yang tidak diijinkan
	330
	313300000100
	Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat membuat jumlah PKL bertambah
	Eksternal
	UC
	PKL kurang tertata
	Masyarakat
	DINPERINDAG

	
	Adanya konflik kepentingan antara PKL dan pengelola objek wisata (aspek industri pariwisata)
	330
	313300000100
	Belum tertatanya PKL di objek wisata
	Internal
	C
	Pendapatan objek wisata menurun
	Pemda Banyumas
	DINPERINDAG


Sumber: Renja DKUKMP Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas, jumlah PKL terus mengalami peningkatan dan tersebar di berbagai kawasan strategis, salah satunya di Kawasan Jalan Bung Karno. Kawasan ini berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, kuliner, rekreasi, dan ruang publik sehingga menjadi salah satu prioritas penataan pemerintah daerah. Namun, meningkatnya aktivitas perdagangan di kawasan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan berupa penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi, kepadatan lalu lintas, penurunan kualitas estetika kawasan, serta potensi konflik antara kepentingan pemerintah dan pedagang. 
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan penataan PKL sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui berbagai program yang tertuang dalam Rencana Kerja DKUKMP dan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi kebijakan penataan PKL di Banyumas masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah memandang penataan sebagai upaya menjaga fungsi ruang publik, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta mendukung pembangunan kawasan. Sebaliknya, sebagian PKL memandang relokasi sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usaha karena dikhawatirkan menurunkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama penataan PKL tidak hanya terletak pada aspek fisik maupun regulasi, tetapi juga pada proses komunikasi antara pemerintah dengan kelompok sasaran. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang mampu mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat selama proses penataan berlangsung. 
Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, komunikasi merupakan salah satu determinan utama keberhasilan kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan penyampaian informasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena memengaruhi pemahaman pelaksana maupun kelompok sasaran terhadap tujuan kebijakan (Fitria & Putera, 2024). Pandangan tersebut diperkuat oleh Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa kebijakan publik sulit mencapai tujuan apabila komunikasi antaraktor tidak berlangsung secara efektif (Mubarok et al., 2020). Sementara itu, Grunig melalui Excellence Theory menempatkan komunikasi dua arah yang simetris sebagai prasyarat terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik, sehingga komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun dialog, kepercayaan, dan legitimasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik (public service) dan pembangunan legitimasi kebijakan, berbeda dengan komunikasi politik yang lebih berorientasi pada kompetisi kekuasaan (Canel & Sanders, 2012). Sejalan dengan itu juga menempatkan strategic communication sebagai proses komunikasi yang dirancang secara sadar untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi yang sistematis (Hallahan et al., 2007). Dengan demikian, komunikasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. 
Kerangka tersebut selaras dengan teori manajemen proses yang dikemukakan oleh Cutlip, Center, dan Broom (2011) yang memandang strategi komunikasi sebagai proses yang berlangsung secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Melalui tahapan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan secara komprehensif, merancang program komunikasi sesuai kebutuhan publik, melaksanakan komunikasi yang mendorong partisipasi masyarakat, serta melakukan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis efektivitas komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas.
Kajian mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, ekonomi, tata ruang, hingga administrasi publik. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas kebijakan relokasi, kepatuhan terhadap regulasi, atau dampak ekonomi pascapenataan, sedangkan komunikasi pemerintahan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian Diansyah (2020) menunjukkan bahwa relokasi PKL di Pratistha Harsa Purwokerto belum mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang karena terjadi penurunan pendapatan setelah relokasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penataan tidak cukup diukur dari perpindahan lokasi secara fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin keberlanjutan ekonomi kelompok sasaran. Selanjutnya, Setiawan dan Sundaro (2023) menemukan bahwa persepsi negatif terhadap lokasi relokasi yang dianggap kurang strategis menjadi salah satu penyebab munculnya penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persepsi publik dan proses komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL.
Aspek komunikasi juga menjadi perhatian dalam beberapa penelitian lain. Kusuma dan Sari (2024)menjelaskan bahwa pemanfaatan kanal digital Lapak Aduan Banyumas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Di sisi lain, Tsalisa (2024) menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dalam penataan PKL di kawasan Menara Teratai Purwokerto masih didominasi pendekatan top-down, sehingga pedagang lebih memahami kewajiban relokasi dibandingkan tujuan strategis kebijakan yang ingin dicapai. Berbeda dengan kondisi tersebut, penelitian Nurvitasari (Nurvitasari, 2014) mengenai penataan PKL di kawasan Manahan Surakarta menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih partisipatif melalui dialog, perlindungan hukum, dan pemberdayaan pedagang mampu mengurangi konflik sekaligus meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam keberhasilan penataan PKL.
Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada hasil akhir kebijakan berupa keberhasilan relokasi, kepatuhan terhadap regulasi, atau dampak ekonomi, sementara proses komunikasi yang berlangsung sejak identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan belum dianalisis secara menyeluruh. Kedua, penelitian mengenai komunikasi pemerintahan umumnya hanya membahas media atau bentuk komunikasi yang digunakan pemerintah, tanpa mengkaji bagaimana strategi komunikasi dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi sebagai suatu proses yang terintegrasi. Ketiga, kajian mengenai strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno masih sangat terbatas, padahal kawasan tersebut merupakan salah satu prioritas penataan perkotaan yang memiliki kompleksitas tinggi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris sekaligus kesenjangan teoritis yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan strategi komunikasi pemerintahan sebagai fokus utama analisis menggunakan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengevaluasi hasil kebijakan, penelitian ini menganalisis proses komunikasi pemerintah secara utuh melalui empat tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan tidak hanya keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi yang memengaruhi penerimaan, partisipasi, dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan penataan PKL.
Dengan demikian, penelitian ini terletak pada penerapan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno secara menyeluruh, mulai dari tahap identifikasi masalah hingga evaluasi program. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan publik pada sektor ekonomi informal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih sistematis, partisipatif, berbasis data, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Bung Karno Tahun 2024–2025 berdasarkan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas komunikasi pemerintahan dalam mendukung implementasi kebijakan penataan PKL.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena komunikasi pemerintahan dalam konteks alamiah melalui interpretasi terhadap persepsi, tindakan, dan interaksi para aktor yang terlibat (Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas dengan fokus pada implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan langsung dalam penataan PKL, meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP), Komisi III DPRD Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang saling melengkapi (Sugiyono, 2013) 
Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data sesuai karakteristik penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga memungkinkan proses analisis berlangsung secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang kredibel ((Miles & Huberman) dalam Sugiyono, 2007). Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan validitas data penelitian (Moleong, 2017). Teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji strategi komunikasi pemerintah pada tahap mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program.

[bookmark: _Toc190799562]PEMBAHASAN 
Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno, dengan menempatkan penataan PKL sebagai konteks kebijakan yang dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dan publik, bukan sebagai objek evaluasi teknis kebijakan. Analisis diarahkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah mendefinisikan permasalahan, merancang strategi komunikasi, menyampaikan pesan, memilih saluran komunikasi, mengelola umpan balik, serta mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penataan. Seluruh temuan dianalisis menggunakan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom yang meliputi empat tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program.

Mendefinisikan Masalah
Tahap mendefinisikan masalah menurut Cutlip, Center, dan Broom merupakan proses awal untuk mengidentifikasi situasi, memahami persepsi para pemangku kepentingan, serta mengumpulkan informasi sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi (Cutlip et al., 2011, p. 322). Dalam konteks penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan identifikasi masalah melalui observasi lapangan, koordinasi antar-OPD, aduan masyarakat, serta komunikasi dengan paguyuban PKL. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan informasi internal, tetapi juga memanfaatkan masukan dari masyarakat dan pedagang sebagai dasar penyusunan kebijakan. Namun, proses identifikasi masih didominasi pendekatan informal berupa observasi dan “belanja masalah”, sehingga belum didukung kajian yang sistematis. DKUKMP menyatakan, 
"Belum, jadi kita paling survei langsung ke lapangan atau mungkin bisa disebut belanja masalah, untuk kajian secara sistematis atau formal, kami belum melakukan."(sumber: Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 6 Mei 2026). 
Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memahami persoalan lapangan, tetapi informasi yang diperoleh belum sepenuhnya didasarkan pada analisis yang komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antaraktor dalam mendefinisikan masalah. DKUKMP dan Kecamatan Purwokerto Timur memandang PKL sebagai persoalan ketertiban, penggunaan trotoar, kebersihan, dan fungsi ruang publik. Sebaliknya, DPRD melihat persoalan tersebut sebagai upaya menyeimbangkan penataan kota dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Dari sisi pedagang, masalah utama bukan terletak pada penataan itu sendiri, melainkan pada potensi penurunan pendapatan apabila relokasi dilakukan ke lokasi yang kurang strategis. Koordinator Paguyuban PKL menyampaikan, 
"Penataan harus mempertimbangkan kebutuhan pedagang, kenyamanan masyarakat, akses pembeli, tempat parkir, kebersihan, dan fasilitas pendukung. Kalau hanya dipindahkan ke tempat yang sepi atau tidak strategis, pedagang pasti keberatan karena penghasilan mereka bisa turun." (sumber: koordinator lapangan paguyuban PKL, 19 Mei 2026)
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan PKL memiliki framing yang berbeda terhadap persoalan yang sama. Pemerintah lebih menekankan aspek ketertiban ruang publik, sedangkan PKL lebih mengutamakan keberlangsungan ekonomi. Selain perbedaan persepsi, penelitian menemukan bahwa proses identifikasi masalah belum didukung oleh data yang terintegrasi. Pendataan PKL masih tersebar di beberapa perangkat daerah sehingga menyulitkan pemetaan sasaran komunikasi dan penyusunan strategi yang tepat. Pemerintah juga lebih banyak berkomunikasi melalui ketua paguyuban dibandingkan langsung kepada seluruh pedagang, sehingga terdapat potensi kesenjangan informasi. 
Gambar 1: Aduan Masyarakat Melalui Lapak Aduan Banyumas
[image: ]
Sumber: Website Lapak Aduan Banyumas
Di sisi lain, mekanisme umpan balik telah tersedia melalui audiensi, forum komunikasi, dan “Lapak Aduan Banyumas”, namun pemanfaatannya masih bersifat reaktif dan belum diikuti analisis yang sistematis terhadap aspirasi masyarakat maupun pedagang. Berdasarkan temuan tersebut, tahap mendefinisikan masalah telah dilaksanakan karena pemerintah berhasil mengidentifikasi persoalan melalui berbagai saluran komunikasi dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori Cutlip, Center, dan Broom, proses tersebut belum sepenuhnya optimal. Identifikasi masalah masih lebih berorientasi pada aspek ketertiban ruang publik dibandingkan pemetaan kondisi sosial-ekonomi PKL secara menyeluruh, belum didukung riset formal, serta belum menghasilkan diagnosis kebijakan yang berbasis data dan partisipasi seluruh kelompok sasaran. Akibatnya, strategi komunikasi yang disusun berpotensi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan kekhawatiran pedagang sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan penataan.

Perencanaan dan Pemrograman
Tahap perencanaan dan pemrograman merupakan proses penyusunan tujuan, sasaran, strategi, sumber daya, dan program komunikasi berdasarkan hasil identifikasi masalah pada tahap sebelumnya (Cutlip et al., 2011, p. 352). Dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun rencana penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno melalui konsep pemusatan pedagang, penataan zonasi, serta legalisasi tempat usaha. DKUKMP menjelaskan bahwa 
“Konsepnya berarti nanti bahwa pedagang kaki lima yang kita akan perhatikan itu terpusat dalam satu tempat yang ada dengan rasa kenyamanan.”(sumber: Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 6 Mei 2026) 
Selain itu, pemerintah berupaya membingkai relokasi sebagai peningkatan status usaha dengan mengubah status PKL menjadi pedagang mikro atau pedagang kios. Namun, perubahan tersebut hanya akan diterima apabila diikuti dengan kepastian lokasi, fasilitas, dan keberlanjutan usaha sehingga mampu menjawab kekhawatiran pedagang. Dari sisi tujuan, perencanaan tidak hanya diarahkan pada penataan fisik kawasan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ruang publik dan keberlangsungan ekonomi pedagang. DPRD Kabupaten Banyumas menegaskan bahwa sasaran penataan adalah 
“Tercapainya penataan PKL yang tertib, manusiawi, dan tetap menjaga keberlangsungan ekonomi pedagang.” (sumber: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas, 20 Mei 2026)
Sementara itu, Kecamatan Purwokerto Timur menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pedagang lokal untuk memperoleh lokasi relokasi yang layak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki arah kebijakan yang jelas, meskipun terdapat perbedaan penekanan antaraktor mengenai prioritas penataan. Penelitian juga menunjukkan bahwa PKL telah ditetapkan sebagai sasaran utama komunikasi. Namun, perencanaan komunikasi masih lebih banyak berorientasi pada penyampaian informasi mengenai relokasi dibandingkan membangun pemahaman dan penerimaan pedagang terhadap kebijakan. Aspirasi PKL menunjukkan bahwa keberhasilan penataan tidak hanya ditentukan oleh lokasi baru, tetapi juga oleh tersedianya fasilitas pendukung, seperti akses pembeli, area parkir, listrik, air, drainase, serta biaya yang terjangkau. 
Dengan demikian, pesan komunikasi seharusnya tidak hanya menjelaskan tujuan penataan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai manfaat yang akan diterima pedagang setelah relokasi. Dalam aspek strategi, pemerintah merencanakan pembagian zona dan penempatan pedagang pada kawasan yang telah disiapkan. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar pembagian, hak dan kewajiban pedagang, serta mekanisme penyampaian keberatan. Selain itu, perencanaan komunikasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. DKUKMP menyatakan bahwa pendanaan program masih direncanakan melalui anggaran pemerintah dan skema Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan Kecamatan Purwokerto Timur mengakui bahwa anggaran komunikasi publik di tingkat kecamatan masih terbatas sehingga pelaksanaan komunikasi lebih banyak mengikuti arahan DKUKMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi komunikasi sangat bergantung pada ketersediaan dukungan anggaran dan koordinasi antarperangkat daerah. 
Gambar 2: Rapat Koordinasi Terkait PKL di Kawasan Jalan Bung Karno
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Sumber: Studi Dokumentasi di DKUKMP Kabupaten Banyumas
Koordinasi lintas sektor telah melibatkan DKUKMP, DPRD, Kecamatan, Satpol PP, serta paguyuban PKL melalui rapat koordinasi dan forum komunikasi. Meskipun demikian, keterlibatan PKL masih lebih banyak sebagai penerima informasi daripada mitra dalam penyusunan program. Padahal, menurut teori Cutlip, Center, dan Broom, tahap perencanaan seharusnya menghasilkan strategi komunikasi yang partisipatif dengan tujuan, pesan, sasaran, saluran, serta indikator keberhasilan yang terukur. Berdasarkan temuan penelitian, tahap planning and programming telah menunjukkan adanya perencanaan penataan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, tetapi belum sepenuhnya menjadi strategi komunikasi yang sistematis karena masih terbatasnya partisipasi PKL, belum adanya indikator keberhasilan komunikasi, serta belum tersusunnya perencanaan komunikasi yang mampu mengantisipasi resistensi dan membangun penerimaan kelompok sasaran secara optimal.

Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi
Tahap mengambil tindakan dan berkomunikasi menekankan bahwa keberhasilan strategi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian pesan, tetapi juga oleh tindakan nyata yang mendukung pesan tersebut (Cutlip et al., 2011, p. 386). Dalam penataan PKL di Kawasan Jalan Bung Karno, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengimplementasikan komunikasi melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, dialog, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi. 
Gambar 3: Aksi Komunikasi Langsung ke Lapangan oleh DKUKMP Kabupaten Banyumas
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Sumber: Studi Dokumentasi di DKUKMP Kabupaten Banyumas
DKUKMP menegaskan bahwa pendekatan kepada pedagang dilakukan secara humanis,
“Bagaimana menjadikan pedagang itu kita ‘orangkan’. Kita dekati, terus kita ajak bicara, duduk diskusi, dan perlu diforum atau bahasanya rembukan.” (sumber: Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 6 Mei 2026)  
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya membangun komunikasi yang lebih dialogis dibandingkan sekadar pendekatan represif. Berdasarkan model komunikasi Lasswell, DKUKMP berperan sebagai komunikator utama dengan dukungan DPRD, Kecamatan, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya. Pesan yang disampaikan berfokus pada tujuan penataan, legalitas usaha, relokasi, dan keberlanjutan usaha pedagang. Penyampaian informasi dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, komunikasi langsung, paguyuban PKL, media sosial, media pemerintah, dan pemberitaan lokal. 
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya tercapai karena sebagian pedagang masih belum memperoleh informasi yang lengkap mengenai waktu pelaksanaan, mekanisme pembagian lapak, biaya, fasilitas, maupun aturan operasional. Koordinator Paguyuban PKL menyampaikan, 
“Ada informasi bahwa kawasan akan ditata dan pedagang akan diarahkan ke tempat tertentu, tetapi penjelasan rinci mengenai waktu pelaksanaan, bentuk tempat berdagang, biaya, sistem pembagian lapak, dan aturan operasional belum semuanya dipahami.” (sumber: Koordinator Lapangan Paguyuban PKL Jalan Bung Karno, 19 Mei 2026)
Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah telah sampai pada tahap penyampaian informasi umum, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktis kelompok sasaran. Pelaksanaan komunikasi juga didukung melalui koordinasi lintas sektor antara DKUKMP, Kecamatan, DPRD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan unsur keamanan. Selain komunikasi formal melalui rapat dan forum resmi, pemerintah memanfaatkan komunikasi informal melalui dialog langsung dengan pedagang dan paguyuban. Meskipun demikian, koordinasi yang kuat di tingkat internal belum sepenuhnya diikuti oleh komunikasi eksternal yang konsisten kepada seluruh PKL. Informasi yang diterima pedagang masih banyak diperoleh melalui paguyuban, petugas lapangan, maupun komunikasi antarpedagang sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman. 
Analisis menggunakan prinsip 7C Cutlip menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah telah memenuhi unsur credibility melalui pendekatan persuasif dan dialog langsung, serta channel melalui pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Namun, beberapa unsur lain belum berjalan optimal. Pada aspek content dan clarity, pesan yang disampaikan masih bersifat umum dan belum memberikan informasi operasional yang dibutuhkan pedagang. Dari aspek continuity and consistency, komunikasi belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga informasi resmi sering kali bercampur dengan informasi informal. Selain itu, pada aspek capability of the audience, materi komunikasi belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan PKL yang lebih memerlukan kepastian mengenai lokasi, fasilitas, biaya, dan keberlangsungan usaha dibandingkan penjelasan administratif mengenai penataan. 
Berdasarkan temuan tersebut, tahap mengambil tindakan dan berkomunikasi telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi formal maupun informal yang menunjukkan adanya upaya pemerintah membangun dialog dengan pedagang. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori Cutlip, Center, dan Broom, implementasi komunikasi masih belum optimal karena pesan yang disampaikan belum sepenuhnya jelas, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan kelompok sasaran. Akibatnya, komunikasi pemerintah lebih banyak berfungsi sebagai penyampaian informasi mengenai kebijakan daripada sebagai strategi komunikasi yang mampu membangun pemahaman, mengurangi kekhawatiran, dan meningkatkan penerimaan PKL terhadap program penataan.

Mengevaluasi Program
Tahap mengevaluasi program bertujuan menilai sejauh mana strategi komunikasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek proses maupun dampaknya terhadap kelompok sasaran (Cutlip et al., 2011, p. 416). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap komunikasi penataan PKL melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, audiensi, serta pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat. Namun, evaluasi tersebut masih bersifat administratif dan belum didukung indikator yang mampu mengukur tingkat pemahaman, penerimaan, maupun perubahan perilaku pedagang. DKUKMP menyampaikan, 
“Untuk sampai saat ini, kami belum menetapkan kriteria penilaian dari komunikasi yang dilakukan.” (sumber: Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 6 Mei 2026)
Pernyataan ini menunjukkan bahwa evaluasi lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan dibandingkan efektivitas komunikasi yang dihasilkan. Dari sisi implementasi, Kecamatan Purwokerto Timur menilai keberhasilan komunikasi berdasarkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sedangkan DPRD mengevaluasi program melalui kesesuaian dengan regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan program menjaga keseimbangan antara ketertiban kawasan dan keberlangsungan usaha PKL. 
Meskipun demikian, belum terdapat instrumen yang mampu menunjukkan secara terukur berapa banyak pedagang yang memahami kebijakan, menerima relokasi, atau mengubah perilaku setelah proses komunikasi dilakukan. Selain itu, data dasar mengenai jumlah dan karakteristik PKL masih bersifat dinamis sehingga menyulitkan proses evaluasi secara berkelanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi dampak komunikasi belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. DKUKMP mengakui bahwa komunikasi lebih banyak dilakukan melalui ketua paguyuban dibandingkan kepada seluruh anggota PKL, 
“Belum sih. Karena baru ke ketua paguyubannya sudah bisa, tapi kalau yang ke anggota atau pedagang PKL langsung, itu belum.”(sumber: Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 6 Mei 2026) 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pesan belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang merata di kalangan pedagang. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa sebagian PKL masih belum memahami informasi teknis mengenai relokasi, pembagian lapak, fasilitas, maupun aturan operasional sehingga efektivitas komunikasi belum dapat dinilai hanya dari terlaksananya sosialisasi atau forum komunikasi. 
Gambar 4: Umpan Balik di Situs Lapak Aduan Masyarakat Banyumas
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Sumber: Website Lapak Aduan Banyumas
Sebagai bentuk umpan balik, pemerintah memanfaatkan Lapak Aduan Banyumas, audiensi, dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, namun masih bersifat reaktif karena bergantung pada aduan yang masuk. Evaluasi juga belum memanfaatkan pemantauan media maupun analisis sistematis terhadap persepsi publik sehingga pemerintah belum memiliki gambaran yang utuh mengenai efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Di sisi lain, DKUKMP mengakui bahwa pendekatan komunikasi yang diterapkan sudah berjalan cukup baik, tetapi dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku PKL masih sulit diukur. Berdasarkan teori Cutlip, Center, dan Broom, tahap mengevaluasi program belum sepenuhnya optimal karena evaluasi masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan pada hasil komunikasi. Pemerintah telah menyediakan berbagai mekanisme evaluasi melalui rapat, monitoring, audiensi, dan kanal pengaduan, tetapi belum memiliki indikator yang sistematis untuk mengukur tingkat pemahaman, penerimaan, perubahan sikap, maupun efektivitas media komunikasi. Oleh karena itu, evaluasi strategi komunikasi perlu diperkuat melalui penyusunan indikator kinerja komunikasi, forum evaluasi berkala, pemanfaatan data pengaduan secara lebih sistematis, serta pengukuran terhadap persepsi dan kepuasan PKL sebagai dasar penyempurnaan kebijakan penataan.

[bookmark: _TOC_250003]KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno telah dilaksanakan melalui tahapan mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program sebagaimana dikemukakan oleh Cutlip, Center, dan Broom. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena komunikasi masih cenderung bersifat administratif dan koordinatif dibandingkan sebagai strategi komunikasi yang sistematis, partisipatif, dan berbasis evaluasi. Pada tahap mendefinisikan masalah, pemerintah telah mengidentifikasi persoalan melalui observasi lapangan, koordinasi antarperangkat daerah, aduan masyarakat, dan komunikasi dengan paguyuban PKL. Meskipun demikian, proses identifikasi belum didukung kajian yang komprehensif sehingga masih bersifat reaktif terhadap kondisi lapangan. Pada tahap perencanaan dan pemrograman, pemerintah telah menyusun rencana penataan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penentuan sasaran komunikasi, tetapi perencanaan belum sepenuhnya partisipatif serta belum dilengkapi indikator keberhasilan komunikasi yang terukur. Pada tahap mengambil tindakan dan berkomunikasi, pemerintah telah melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi, dialog, koordinasi lintas OPD, media komunikasi, dan komunikasi langsung kepada PKL. Namun, penyampaian pesan belum sepenuhnya konsisten dan belum mampu memberikan informasi yang jelas mengenai aspek teknis penataan sehingga masih menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pedagang. Selanjutnya, pada tahap mengevaluasi program, evaluasi telah dilakukan melalui monitoring, rapat koordinasi, audiensi, dan kanal pengaduan masyarakat, tetapi masih berfokus pada aspek administratif dan belum mengukur secara sistematis tingkat pemahaman, penerimaan, maupun perubahan sikap PKL terhadap kebijakan. 
Secara keseluruhan, strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendukung pelaksanaan penataan PKL, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek identifikasi masalah, perencanaan partisipatif, kejelasan dan konsistensi komunikasi, serta evaluasi berbasis indikator agar komunikasi pemerintahan mampu membangun pemahaman bersama, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat legitimasi kebijakan penataan PKL. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperkuat strategi komunikasi pada setiap tahapan manajemen proses. Identifikasi masalah sebaiknya didukung oleh kajian yang lebih sistematis dan berbasis data mengenai kondisi sosial-ekonomi PKL. Perencanaan komunikasi perlu disusun secara lebih partisipatif dengan menetapkan tujuan, pesan, sasaran, media, dan indikator keberhasilan yang jelas serta melibatkan paguyuban PKL sejak tahap perencanaan. Pada tahap implementasi, komunikasi perlu dilakukan secara lebih konsisten melalui berbagai saluran dengan pesan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, disertai ruang dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan pedagang. Selanjutnya, evaluasi komunikasi perlu dilakukan secara berkala menggunakan indikator yang mampu mengukur tingkat pemahaman, penerimaan, dan perubahan sikap PKL, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan strategi komunikasi dan kebijakan penataan pada masa mendatang
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